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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu
sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang
sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan
peningkatan pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan dalam
memenuhi pembiayaan pembangunan daerah
oleh karena itu perlu dikelola dengan
meningkatkan peran serta masyarakat sesuai
dengan kemampuannya ;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka perlu penyesuaian kembali peraturan
daerah yang mengatur Pajak Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu ;

c. bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan, peran serta masyarakat dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan umum tata cara perpajakan
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Rpublik Indonesia Nomor 3984) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389) ;
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7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179) ;
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/
PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan
Lembaga Internasional yag tidak dikenakan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
148/PMK.07/2010 tentang Badan atau
Perwakilan Lembaga Internasional yag tidak
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan ;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan
Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I, dan / atau Bupati /Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49
Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bagian Pemerintah Daerah Tingkat I dan
Pemerintah Daerah Tingkat II kepada
Pemerintah Desa dan Kelurahan ;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
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2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang –
undangan yang berlaku.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah.

9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.

11. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya,Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan ,
organisasi masa,organisasi sosial politik atau organisasi yang
sejenis, lembaga , bentuk usaha tetap , dan bentuk badan lainnya.


